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MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (6) dan
Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan
tanaman dan mengenai tanaman sejenis dan berbagai
jenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan
sebagaimana Hasil Kajian Litbang Komisi
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 mengenai Sistem
Perizinan di sektor Sumber Daya Alam Studi Kasus
Perizinan di Kehutanan, peningkatan produktivitas
hutan produksi, optimalisasi pemanfaatan ruang
kelola Hutan Tanaman Industri, peningkatan daya
saing produksi hasil hutan tanaman, pemberdayaan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,
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maka diperlukan perbaikan dalam pengaturan
pembangunan Hutan Tanaman Industri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
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Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja 2014-2019;

14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-
II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
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Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1311);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat
melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Repulik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-
II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-
II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-
II/2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan
Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 688);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-
II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-
II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1228);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN
TANAMAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman
industri pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-
HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
(HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui
kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, dan pemasaran.

2. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik
bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai,
menanam, memelihara tanaman dan memanen.

3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah
rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian
hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan
pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

4. Tata ruang IUPHHK-HTI adalah penataan areal kerja IUPHHK-HTI
sesuai dengan peruntukannya sebagai areal tanaman pokok, areal
tanaman kehidupan, serta kawasan perlindungan setempat dan
kawasan lindung lainnya.

5. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan
berupa kayu perkakas/pertukangan dan/atau bukan kayu
perkakas/pertukangan.

6. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang
menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang
menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang
bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dikelola melalui pola
kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang
bersangkutan.
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